BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 122 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan
manajemen Pegawai Negeri Sipil yang Akuntabel, perlu
melakukan penyusunan pedoman jabatan fungsional
Umum;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang -
Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan
pangkat tertentu;

bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
satuan kerja perangkat daerah, selain jabatan struktural
dan jabatan fungsional perlu ditetapkan jabatan
fungsional umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Jabatan Fungsional
Umum Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2765 ) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1933 tentang



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Noyember 1€
BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Movember goC
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN AH LAUT,

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR %29



36

mempermudah dalam pemeriksaan/ penelitian;

b. meneliti dan mencocokan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan
dengan laporan realisasi keuangan dan buku kas agar diketahui
apakah telah sesuai dengan peruntukkannya;

c. melakukan pemeriksaan terhadap alat — alat bukti apakah telah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. melaporkan hasil temuan pemeriksaan kepada atasan untuk
memperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan pimpinan; dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk dalam Jabatan Verifikasi :

1. Verifikator Keuangan.
2. Verifikator Anggaran.

BUPATI TAN LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH



